
Menimbang 

SALINAN]  

BUPATISEKADAU 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATT SEKADAU 
NOMOR 24 TAHUN 2019 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEKADAU, 

a. bahwa Rancangan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 telah 

diverifikasi dan ditelaah sesuai dengan 

rancangan awal Rencana Kerja (Renja) 

Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah 

dan Program Strategis Nasional serta telah 

dibahas bersama seluruh kepala Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sekadau; 

b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 

2020 telah dilakukan penyempurnaan 

berdasarkan Surat Gubemur Kalimantan Barat 

Nomor :  050/061/PPEP-Bappeda tanggal 3 Juli 

2019 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Bupati 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sekadau Tahuun 2020; 



Mengingat 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah 

Ten tang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 yang 

telah disempurnakan berdasarkan hasil 

fasilitasi disampaikan kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dan 

diundangkan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sekadau Tahun 2020; 

1 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Melawi dan 

Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4344); 



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 

tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4385); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 

tentang Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 152 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5178 ) ;  



8. Peraturan Pemerin tab Nomor 12 Tahun 2019 

ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 

ten tang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 3); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21  Tahun 2 0 1 1  

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 310); 

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah 

Ten tang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana 

Daerah, 

Pembangunan 

Rencana 

Jangka Panjang 

Jangka Pembangunan 

Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1 3 1 2 ) ;  



12 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 

Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020; 

13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 

Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Provinsi Kalimantan Barat 2007-2027; 

15.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 

Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan 

Rencana Pembangunan 

Pelaksanaan Musyawarah 

Dae rah dan 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Sekadau; 

17 .  Pera tu ran Daerah Kabupaten Skadau Norn or 4 

Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 

Sekadau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sekada Nomor 4); 

18 .  Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 2) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang 



Menetapkan 

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2016 2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 

2019 Nomor 7); 

19 .  Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau 

Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU 

TAHUN 2020. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Sekadau menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 . 



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urursan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

3. Daerah adalah Kabupaten Sekadau. 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau. 

5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati 

Sekadau. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Sekadau. 

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 

yang pelaksaannya dilakukan oleh kementerian 

negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah 

untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 

menyejahterakan masyarakat. 

8. Daerah adalah Kabupaten Sekadau. 

9. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau. 

10. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati 

Sekadau. 

1 1  .  Perencanaan adalah suatu proses untuk 

menentukan tindakan masa depan yang tepat, 

melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan 

sumber daya yang tersedia. 

12 .  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah 

satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan 

untuk menghasilkan rencana-rencana 

pembangunan dalam jangka panjang, jangka 

menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh 



unsur penyelenggara negara dan masyarakat di 

tingkat Pusat dan Daerah. 

13 .  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen 

perencanaan jangka panjang daerah untuk periode 

20 (dua puluh) tahun. 

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah 

dokumen perencanaan jangka menengah untuk 

periode 5 (lima) tahun. 

15.  Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 

(satu) tahun. 

16.  Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah 

Dokumen Perubahan Perencanaan daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan 

Perubahan Rencana Pembangunan Tahu nan 

Daerah. 

17 .  Rencana Pembangunan Tahu nan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan. 



19 .  Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upya 

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program­ 

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

2 1 .  Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 

Pemerintah Pusat /Daerah untuk mencapai tujuan. 

22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 

satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai 

sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi 

anggaran, atau kegiatan masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 

23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang 

selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum 

antar pelaku dalam rangka menyusun rencana 

pembangunan Nasional dan rencana pembanguna 

Daerah. 

24. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya 

disingkat RKP adalah Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

25. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA 

SKPD adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, 

rencana belanja program dan kegiatan Perangkat 

Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar 

penyusunan APBD 

26 . Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat 

KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan 

bidang pendapaatan, belanja dan pembiayaan serta 



asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

27. Prioritas dan Plafon Anggaran sementara yang 

selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas 

dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap 

program sebagai acuan daslam penyusunan rencana 

kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

29. Perubahan APBD adalah penyesuaian target kinerja 

dan atau prakiraan/ rencana keuangan tahunan 

tahunan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan 

sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama 

Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. 

30. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada 

Pemerintah Dae rah selaku pengguna 

anggaran/pengguna barang. 

3 1 .  Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Penelitian dan 

disebut Kepala 

Pengembangan yang selanjutnya 

Bappedalitbang adalah Kepala 

Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sekadau yang bertanggung 

jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 

penunjang bidang perencanaan dan bidang 

penelitian dan pengembangan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau. 



( 1) RKPD 

Pasal 2 

Tahun 2020 merupakan 

Program dan 

dokumen 

Kegiatan Perencanaan memuat 

Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan 

penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang 

ditetapkan dalam RPJMD; 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

menguraikan Program dan Kegiatan yang akan 

dilaksanakan untuk priode 1 (satu) tahun anggaran 

sejak tanggal tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir 

pada tanggal 31  Desember 2020 yang diusulkan 

melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) serta diusulkan melalui dana 

Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  disusun 

dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah 

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan 

Daer ah 

Bab IV 

Bab V 

Sasaran dan Prioritas 

Pembangunan Daerah 

Rencana Kerja dan Pendanaan 

Daerah 

Bab VI Kinerja Pen yelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

Bab VII : Penutup 

(4) Rincian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Pasal 3 

(1 )  RKPD Tahun 2020 merupakan penjabaran arah 

pembangunan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sekadau Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Sekadau Tahun 2016-2021.  

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  memuat 

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas 

pembangunan daerah, rencana kerja dan 

pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah daerah maupun ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu 

kepada rencana kerja pemerintah. 

(3) Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan 

Pemerintah Daerah wajib mempedomani dan 

melaksanakan RKPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 untuk menyusun Rencana Kerja dan 

Anggaran SKPD Tahun 2020. 

Pasal 4 

Dalam Rangka penyusunan RAPBD Tahun 2020 : 

a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 

2020 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS 

bersama DPRD; 

b. SKPD mengunakan RKPD Tahun Anggaran 2020 

dalam melakukan pembahasan RKA-SKPD dengan 

DPRD. 



Pasal 5 

( 1 )  SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan 

tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) yang berisi uraian tentang keluaran 

kegiatan dan indikator kinerja setiap program. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  

disampaikan kepada Bupati melalui Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan dan Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari 

setelah berakbirnya triwulan yang bersangkutan. 

(3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1 )  menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi 

analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun 

berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang 

bersangku tan. 

Pasal 6 

( 1 )  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Penelitian dan Pengembangan menelaah kesesuaian 

antara RKA-SKPD Tahun Anggaran 2020 hasil 

pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 

2020. 

(2) Dalam ha! RKPD Tahun 2020 yang ditetapkan 

sebagai dimaksud dalam pasal 2 berbeda dengan 

hasil kesepakatan bersama anatara Pemerintah 

Daerah dengan DPRD tentang KUA Tahun 2020 dan 

PPAS Tahun 2020, maka Pemerintah Daerah 

menggunakan Program dan Kegiatan Hasil 

kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah 

dan DPRD 



BAB II 

PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 

pengundangan 

penempatannya 

Sekadau. 

Pera tu ran Bupati mi dengan 

dalam Berita Daerah Kabupaten 

Diundangkan di Sekadau 
pada tanggal 1 Juli 2019 

Ditetapkan di Sekadau 
pada tanggal 1 Juli 2019 

BUPAT[ SEKADAU, 

TTD 

RUPINUS 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

TTD 

ZAKARJA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 24 

Salinan Sesual densan asllnya 
KEPAlA BAGIAN HUKUM 

NIP. 


